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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa adanya kewajiban bagi surveyor berlisensi untuk 

memiliki sertifikat kompetensi kerja dalam kegiatan 

survei kadastral dalam waktu 1 (satu) tahun belum 

dapat dilaksanakan karena belum tersedianya lembaga 

sertifikasi profesi/lembaga penilaian kesesuaian yang 

mempunyai lisensi di bidang survei kadastral dari 

badan/lembaga yang mempunyai kewenangan bidang 

sertifikasi profesi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
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Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

Bidang Survei Kadastral; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang 

Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia Bidang Survei Kadastral (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 475); 

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); 

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA 

RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 
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TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN KERANGKA 

KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG SURVEI 

KADASTRAL. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia Bidang Survei Kadastral (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 475) diubah sebagai berikut: 

 

Pasal 9   

(1) Surveyor Berlisensi wajib memiliki sertifikat kompetensi 

kerja di bidang Survei Kadastral dalam jangka waktu 

paling lama 16 (enam belas) bulan sejak berlakunya 

Peraturan Menteri ini. 

(2) Surveyor Berlisensi yang akan melakukan perpanjangan 

masa berlaku lisensi, wajib memiliki sertifikat kompetensi 

kerja di bidang Survei Kadastral dalam jangka waktu 

paling lama 16 (enam belas) bulan sejak berlakunya 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta     

pada tanggal 20 September 2021 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SOFYAN A. DJALIL 

 

Diundangkan di Jakarta   

pada tanggal 27 September 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 


